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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan suami istri akan berlangsung dengan baik, aman, damai dan diliputi
oleh rasa saling cinta mencintai, kasih sayang, apabila masing-masing pihak
menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sebagaimana yang telah
digariskan oleh agama.

Apabila salah satu pihak dari suami istri atau kedua-duanya tidak
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, akan timbullah
kesalahpahaman, perselisihan, pertengkaran dan kebencian diantara mereka.

Dalam hal pihak istri yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami
dengan hak yang dipunyainnya dapat mentalak istrinya, apabila ia berpendapat
bahwa ia tidak sanggup melanjutkan perkawinan dengan istrinya itu.

Sebaliknya, apabila yang tidak sanggup menjalankan itu ialah pihak suami,
maka untuk melepaskan diri dari tindakan—tind;lkan suaminya yang tidak
disenanginya itu, istri dibolehkan oleh agama untuk meminta khuluk dari suaminya,
yaitu istri menyatakan kepada suami bahwa ia bersedia membayar sejumlah uang

atau barang kepada suaminya (‘iwad) asal suaminya mau menceraikannya.

FlrmanAllahSWT ) ‘
K LA asst s

D Al-Bagarah (2) : 229.



Di Indonesia, tidak sedikit istri yang telah mempergunakan haknya untuk
memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga taklik talak didepan pengadilan
agama.

Pada dasarnya taklik talak merupakan perjanjian suami kepada istri sesudah
akad nikah, dimana suami mengucapkan sigat taklik atas istri yaitu :
Sewaktu-sewaktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu,

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu emam bulan
lamanya.

Kemudian istri tersebut tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan
Agama dengan membayar ‘jwad sebesar seribu rupiah, maka jatuhlah talak suami
satu kepada istri tersebut.

Perjanjian suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
memang dibolehkan, hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 29 dan KHI
pasal 45 dan 46. Salah satu bentuk perjanijian itu adalah taklik talak.

Dalam perkembangan berikutnya, pengucapan sigat taklik talak bukan
merupakan keharusan lagi (KHI pasal 46 ayat 3). Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh
fatwa MUI pada tanggal 23 Rabi’ul akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang
menyatakan bahwa pengucapan sigat taklik talak sekarang ini tidak diperlukan lagi.

Meskipun demikian apabila ada suami yang melanggar taklik talak, dan istri

mengajukan gugatannya ke PA, maka suami tersebut tetap terkena sanksi. Karena



materi yang tercantum dalam sigat taklilk talak pada dasrnya telah dipenuhi dan
tercantum dalam UU perkawinan dan KHI.

Sebagaimana yang terjadi pada sebagian masyarakat Klaten banyaknya suami
yang melakukan pelanggaran taklik talak seperti tidak memberikan nafkah kepada
istri, tidak memperdulikan dan membiarkan rumah tangganya, hal ini terjadi
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dengan keadaan tersebut, terpaksa isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan
Agama. Dan ternyata kasus-kasus tersebut dapat ditemukan di Pengadilan Agama
Klaten. Selama tahun 1997 terjadi cerai gugat sebanyak 407 perkara, sedangkan
perkara-perkara cerai gugat yang diputus dengan alasan suami melakukan
pelanggaran taklik talak sebanyak 341 perkara. -

Dalam pasal 46 ayat 2 KHI disebutkan bahwa apabila keadaan yang disyaratkan
dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.
Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke
Pengadilan Agama.

Agar gugatannya dapat dikabulkan oleh pengadi‘lan, maka pihak ister1 harus
membuktikan peristiwa-peristiwa yang di kemukakan dalam gugatan, kecuali jika
pihak lawan mengakui kebenaran peri stiwa-peristiwa itu.

Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam
hukum acara, baik dalam mengadili perkara perdata maupun perkara pidana, hakim

selalu memerlukan, Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai

2 Obsevasi di Penagdilan Agama Klaten tentang perkara yang diputus, tanggal
4 Juni 1998.



suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum
terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Dengan adanya pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan
terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang oleh karena
dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara
adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.”

Dalam Undang-undang, pembuktian diatur dalam pasal 163 HIR (pasal 283

RBG) dan pasal 1863 BW :

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau
menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu,
atay untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan

oleh hadis Nabi SAW :

JL?-J Ao U“"'L:' J)Y Hbﬂda u.AL":J\ L)a_’-'_\)J
ade s Jo Ut 35,

Sistim pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, karena

pembuktian dimuka pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara,

maka pembuktian itu harus dilakukan agar keadilan benar-benar terwujud. Dalam

? Teguh Samudra, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Cet. 1 (Bandung
: Alumni, 1992), him.8.

 Muslim, Sakth Muslim,  Kitab Al-Uqdiyyah”, Bab al-Yantn ala al-Mudda@
‘alaih (Semarang : Taha Putra,t.t), Il : 59. Hadis Riwayat AbU At-Tahir Ahmad Ibnu
Umar Ibn Sarah dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij dari AbT Mulaikah dari Ibnu

Abbas.



hukum acara perdata alat-alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866
BW.
Alat-alat bukti yang sah dalam pasal tersebut adalah:
1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah 2
Sedangkan dalam hukum Islam, para fugoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu
ada tujuh macam, tetapi alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat-
menggugat hanya ada tiga saja:
1. Igrar (pengakuan)
2. Syahddah (kesaksian)

3. Yanitn (sumpah) ©

Dalam perjanjian taklik talak tersebut disebutkan bahwa apabila suami
melanggar taklik talak tersebut, kemudian isteri tidak rela dan mengadukan ke

pengadilan agama dengan membayar uang ‘iwad, maka suami menjatuhkan talak

satu kepada isterinya.

5 Qudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Cet 1
(Yogyakarta: Liberty,1993), him. 1 19.

6 Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung :
Alma’arif, 1969), him.116.



Prosedurnya tentu tidak demikian mudah, Pengadilan Agama dapat
membenarkan pengaduan isteri terlebih dahulu hartus di buktikan perbuatan si
suami. Sehingga dapat di katakan bahwa pembuktian dengan alat-alat bukti itu
merupakan tolak ukur bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-
adilnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun ingin meneliti lebih jauh
tentang alat-alat bukti apa saja yang dipergunakan dalam memutuskan perkara
pelanggaran taklik talak dan sejauh mana kekuatan hukum dari alat-alat bukti
tersebut sehingga dapat menjatuhkan putusan yang adil, khususnya dalam
mengadili perkara pelanggaran taklik talak.

Untuk mendapatkan gambaran tentang alat-alat bukti secara praktek, maka
penyusun akan meneliti juga tentang pelaksanaan pembuktian perkara pelanggaran
taklik talak di Pengadilan Agama Klaten.

Obyek penelitian penyusun adalah di Pengadilan Agama Klaten. Pemilihan
lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa data yang diperlukan yang sesuai dengan

permasalahan dapat diperoleh di Pengadilan Agama Klaten.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan yang merupakan inti bahasan dalam skripsi ini ,

yaitu:



1.a. Alat-alat bukti apa saja yang dipergunakan Pengadilan Agama Klaten dalam
memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran ta 'lik talaq.
b. Bagaimana kekuatan hukum dari alat-alat bukti tersebut?

2. Bagaimana pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten dalam

memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran ta"lik talagq?

C. Tujuan dan Kegunaan
Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini
bertujuan :

1. Untuk menggambarkan alat-alat bukti dan kekuatan hukum dari alat bukti
tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat kerena pelanggaran taklik talak
di Pengadilan Agama Klaten.

2. Untuk menggambarkan pelaksanaan pembuktian di Pengadilan Agama Klaten
dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pengetahuan hukum Islam kh‘ususnya ilmu hukum perdata
mengenai pembuktian dan alat-alat bukti antara teori dan praktek dalam hukum
acara perdata.

2. Diharapkan dari hasil studi dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan

memperluas cakrawala pemikiran penulis dalam disiplin ilmu perdata umum dan

ilmu-ilmu perdata Islam.



D. Telaah Pustaka
1. Menurut Undang-Undang
Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.n Namun dalam

kenyataannya tugas hakim tidaklah semudah dan sesederhana sebagaimana bunyi
pasal 2 ayat (1) UU No. 14/1970 tersebut. Karena pada hakekatnya seorang hakim
diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa
atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan/menentukan
hukumnya. Hukum pembuktian sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang
harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua
belah pihak yang sedang mencari keadilan.¥ Hukum pembuktian sebenarnya
termasuk dalam hukum acara yang terdiri dari unsur materiil maupun formil.
Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian

serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang

caranya mengadakan pembuktian.g)

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak semrua hukum acara Pengadilan
Agama diatur secara lengkap dalam UU bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada

ketentuan pasal 54 yang menentukan sbb:

D UU No : 14/1970, pasal 2 ayat (1), tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman.

® R. Subekti, Hukum Pembuktian, Cet. 2 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975),
bhim. ¢.
9 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1

(Yogyakarta: Liberty,1993), him. 109.



Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata
yang berlaku pada pengadilan dalam ingkungan peradilan
umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU

ini.'?

Ketentuan tersebut menunjuk kepada hukum acara yang berlaku pada pengadilan
negeri, yaitu hukum acara perdata yang diatur dalam HIR untuk daerah Jawa dan
Madura, dan RBG untuk daerah seberang. Pengadilan agama memberlakukan HIR
dan RBG sepanjang belum diatur dalam UU bersangkutan.

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila UU sudah mengatur khusus
acara pembuktian, dengan sadarnya hakim tidak akan memberlakukan HIR atau
RBG. Sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang tidak diatur secara khusus,
hakim akan memberlakukan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.'”

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Agama
tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur
tersebut terutama menyangkut tentang segala sengketa perkawinan.

Kelima acara pembuktian diatas perinciannya sbb :

1. pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70)

2. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak

mendapat pidana penjara (pasal 74)

10 JU No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

') Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Cet. 1,
(Bandung : Alumni, 1993), him. 53-54.
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3. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suami (pasal 75)

4. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq (pasal
76)

5. pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (pasal
87)"?

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian karena salah satu pihak mendapat
pidana penjara, dilakukan dengan bukti surat. Bukti surat tersebut berupa salinan
putusan pidana, sehingga mudah dibuktikan peristiwanya, tergugat dipidana karena
apa dan berapa lama pidananya. Salinan putusan pidana merupakan akta otentik
yang isinya patut dipercaya oleh hakim.

Kemudian dalam gugatan perceraian karena tergugat mendapat cacat badan
atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
dibuktikan dengan surat dan saksi. Surat untuk membuktikan cacat badan atau
penyakit. Surat dimaksud adalah surat keterangan , dokter yang diajukan oleh
tergugat, setelah tergugat diperintahkan memeriksakan diri ke dokter. Sedangkan
saksi untuk membuktikan peristiwa suami tidak dapat menjalankan kewajibannya
dalam rumah tangga, yang membuktikan adalah pihak penggugat (isteri). Dalam

gugatan perceraian karena alasan syiqoq, pembuktiannya dilakukan dengan saksi.

2 Ibid., him. 54.



11

Dalam gugatan perceraian karena salah satu pihak melakukan zina, dilakukan
dilakukan dengan pembuktiannya sumpah. Namun sebelum hakim memerintahkan
kepada pihak penggugat untuk mengangkat sumpah, harus ada bukti permulaan
terlebih dahulu, paling tidak ada saksi yang melihat tergugat kencan. Sumpah itu
adalah sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya, termasuk sumpah
pelengkap. Apabila yang mengangkat sumpah pihak suami penyelesaiannya
dilaksanakan dengan cara li'an, dimana pihak isteri diberi kesempatan untuk
meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Sebaliknya apabila yang
mengangkat sumpah pihak isteri penyelesaiannya dilakukan dengan hukum acara
yang berlaku, yang berarti pasal 87 ayat (2) tidak berlaku."”

Adapun gugatan cerai yang diajukan dengan alasan suami melanggar taklik
talak yang harus dibuktikan penggugat adalah perbuatan pelanggaran talak taklik.
Akan tetapi pembuktian dengan alasan suami melanggar taklik talak ini tidak diatur
secara khusus dalam Undang Undang Pengadilan Agama.

Untuk menghindari terjadinya kebohongan dan permainan dalam perceraian,
seperti perceraian yang sudah disepakati oleh suami isteri, meskipun alasan-alasan

cerai sudah benar dan tidak dapat disangkal oleh pihak lawan baik karena verstek

) 1bid. him. 124-125.
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ataupun karena ada pengakuan dari tergugat, hakim wajib membuktikannya lebih

lanjut dengan alat-alat bukti lainnya.'?

2. Menurut Hukum Islam

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka hakim dan supaya
keputusan hakim benar-benar merupakan keadilan maka hendaklah hakim
mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap
gugatan itu.

Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan kepadanya,
adakala dengan dia menyaksikan sendiri apa yang digugat itu, adakalanya dengan
sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai kepadanya
tidak dengan jalan mutawatir, tentulah berita itu tidak dapat meyakinkannya, hanya
menimbulkan persangkaan yang kuat saja.

Oleh karena mengharuskan seseorang memperoleh berita secara mutawatir itu,
menimbulkan kesukaran dan dapat menghilangkan banyak hal, maka agama
membolehkan hakim menerima keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan
yang kuat, dan dibenarkan hakim menerima keterangan tersebut.

Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang diajukan itu cukuplah dengan
pengakuan orang yang digugat atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang adil,
walaupun ada kemungkinan yang mengajukan perkara itu berdusta dan demikian

pula saksi-saksinya.

14) Wawancara dengan Dra. Ismiyati, Hakim Pengadilan Agama Klaten, tanggal
21 April 1998.
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Menurut biasa, seseorang tidak akan berdusta yang menimbulkan kerugian
dipihaknya, sebagaimana saksi-saksi yang adil juga tidak akan berdusta. L
Para fuqoha berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada tujuh macam, tetapi alat-alat
pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja :

1. Igrar (pengakuan)

2. Syahadah (kesaksian)

3. Yamitn (sumpah).'®
Sehingga alat-alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata umum tidak
terdapat dalam hukum acara perdata Islam. Namun dalam hukum acara Islam
terdapat makna zhan, syak dan waham. Sedangkan hujjah/bukti yang paling kuat
dalam hukum acara Islam adalah igrar/pengakuan si tergugat. Sedangkan untuk
mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan alat-alat bukti tersebut, penyusun akan
mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klaten. Karena setelah penyusun
memeriksa buku-buku dan naskah ternyata belum ada yang membahas mengenai

penggunaan alat-alat bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara

pelanggaran taklik talak.

1) Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung :
Alma’arif, 1969), hlm. 108-109.

19 1pid ., him .116.
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E. Kerangka Teoritik

Banyaknya suami yang melupakan tanggungjawabnya seperti tidak memberi
nafkah kepada isteri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun atau tidak
memperdulikan isterinya merupakan satu fenomena, meskipun hak dan kedudukan
isteri telah mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam hukum perkawinan
Indonesia maupun dalam hukum Islam.

Oleh karena itu apabila suami menimbulkan kemadaratan kepada isterinya,
maka isteri dibolehkan oleh agama untuk meminta cerai dari suaminya dengan
membayar sejumlah uang atau barang kepada suaminya (‘iwad). Hal ini sesuai
dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 229.

Dan Hadis Nabi SAW : s .
c,;\.,,‘;,wuwm\ cﬁ\wwlwbé‘l)‘lé)]
e 4 Ael_nslloc 31 c s axazbdlldoml
s = S 5y Jisd § 3 e gid e)’/‘drc“ﬁﬁ‘—ii Mo
Cr A Dy s o M, e iears

m ) . ™ .. .

Tujuan dari hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
Seseorang yang telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan agar gugatannya dapat

diputuskan oleh hakim yang adil maka ia harus dapat membuktikan kebenaran

alasannya. Demikian juga dalam agama Islam, tujuan syariat adalah untuk

') Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin
Dinar An-Nasa’l, Sunan An-Nasa'l, (Beirut : Dar al Kutub. t.t.), V: 169. Hadig
riwayat dari Azhar bin Jamil dari Abdul Wahab dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu

Abbas.
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menunjukkan kemaslahatan pada manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Syariat Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Lewat ayat Al-Quran manusia diperintahkan untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak dan memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Firman Allah SWT :
\
;’ L \ s, w - w w
o ¥ Al ¥ .
18) - J 4 w . - .
Dalam pemeriksaan dimuka hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh
fihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga
antara kedudukan fihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah
dibuktikan.'”
Peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh fihak yang
menuntut hak tersebut, sedang peristiwa yang menghapuskan hak tersebut, harus
20)

dibuktikan oleh fihak yang membantah hak tersebut™.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

M S e Lnadly A Je kS

18) An Nisd, (4) : 58.

19 R Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1985), him.
177.

20 g,dikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta :
Liberty, 1993), him. 109.

21) Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Cet. 4 (Semarang : Taha
Putra, 1960 M/1397 H), IV : 132.
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Kaidah Figh :
Lo ey sl B OY-cls y 2
22)

Dalam syariah Islam alat bukti yang diperlukan dalam soal gugat menggugat
hanya tiga saja yaitu :
1. Igrar (pengakuan)
2. Syahadah (kesaksian)
3. Yamin (sumpah)
Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak dapat
menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak hamba, tetapi dia
dapat menarik kembali dalam perkara zina dan meminum arak. Dalam hal-hal yang

berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut jumhur ulama dapat ditarik kembali.

Kaidah Figh :
23)4-')_—3“44 “LAJJAL:A:.L_LL;JI lc‘, 3 | QL‘,

Walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun

dia adalah hujjah yang terbatas, yaitu mengenai diri si memberi pengakuan itu saja,

22) Asjmuni A. Rachman, Qaidah-qaidah Figh, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang,
1976), him. 57.

23) [brghtm al-Bajurt; al-Syaikh Ibrahim al-Bajurt al@ Ibn Qastm, (Mesir : Tsa
al-Babi al-Halabi, t.t), II : 4.
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tidak dapat mengenai diri orang lain. Demikian dalam garis besarnya berbeda
dengan kesaksian.

Kesaksian itu mengenai orang lain, karenanya para fugoha mengemukakan satu

kaidah yaitu :

| 5 703 \\A:;J\J_syg, A e 8z AL

24

Hukum Islam menerima adanya bukti dengan kesaksian dalam segala macam
keadaaan, bahkan bila seseorang diperlukan kesaksiannya maka ia wajib memenihi

kecuali perkara yang mengandung subhat. Firman Allah menyebutkan :

ZSJHQ)S,)L‘/ \bl ?\"\-‘er:::""ﬂdjL__fJYJ b

E. Metode Penelitian
Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, penyusun
nmenggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang obyeknya adalah alat-

alat bukti yang dipergunakan dalam memutuskan perkara perceraian karena

) Asjmuni A. Rachman, Qaidah., him. 56.

25 Al-Baqarah (2) : 282.
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pelanggaran taklik. Sedangkan lokasi penelitian ialah di Pengadilan Agama
Klaten.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang penyusun gunakan termasuk penelitian yang bersifat
deskriptif analitik.
3. Pendekatan Penelitian
Sesuai dengan pokok masalah skripsi ini, maka pendekatan yang penyusun
gunakan untuk mendapatkan kesimpulan adalah yuridis formil dan yuridis
syari, yaitu mengkaji dan mempertimbangkan aturan-aturan atau ketentuan-
ketentuan berdasarkan hukum positif dan hukum syari‘at.
4. Pengumpulan Data
a. Wawancara secara bebas dan terarah,
yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan lebih dahulu
dan pertanyaan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang telah
dirumuskan.
b. Dokumenter,
yaitu menelusuri dan mempelajari berkas-berkas perkara dan putusan
tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam memutuskan perkara
perceraian karena gugatan yang ada di Pengadilan Agama Klaten.
5. Populasi dan Sample
Dalam hal ini populasi yang diambil penyusun dalam penelitian lapangan ini

adalah di Pengadilan Agama Klaten. Teknik sampling yang akan digunakan
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adalah sampling purposive, yaitu memilih orang-orang tertentu karena

dianggap mewakili populasi®®.

Langkah ini penyusun lakukan mengingat banyaknya perceraian karena
gugatan yang terjadi selama tahun 1997. Adapun gugat cerai yang terjadi
selama tahun 1997 ada 407 perkara. Sedangkan perkara pelanggaran taklik

talak sebanyak 341 perkara.

Dari 341 perkara tersebut, penyusun mengambil 25 perkara untuk dijadikan
sebagai sample. Dengan alasan bahwa 25 perkara cerai gugat tersebut dapat
mewakili sebagai sampel dari jumlah perkara yang ‘ada karena adanya

persamaan antara perkara yang satu dengan perkara yang lairmya.m

6. Analisa Data
Dalam menganalisa dilakukan secara kualitatif melalui cara berfikir :
Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang umum pada kesimpul‘;m

yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat akan dipaparkan

menjadi lima bab dan masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling

berkaitan.

%) Wahyu, M.S, dan Muhammad Masduki, M.S.,petunjuk praktis membuat
skripsi, (Surabaya : Usaha Nasional, t.t), him. 56.

) Observasi laporan tahunan 1997 Pengadilan Agama Klaten tentang perkara
yang di putus tanggal 4, 9, 12 dan 19 Juni 1998.
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Adapun isi pokok dari beberapa bab tersebut adalah :

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua terlebih dahulu penyusun memaparkan Tinjauan Umum
tentang pembuktian yang menjelaskan pengertian dan dasar hukum pembuktian,
macam-macam alat bukti dan kekuatannya, tujuan Pembuktian.

Setelah diketahui Tinjauan Umum tentang pembuktian, secara jelas dibahas
pada bab ketiga praktek pembuktian di Pengadilan Agama Klaten yang meliputi
sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten, Tugas dan Wewenang Pengadilan
Agama, Penggunaan alat bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan
perkara pelanggaran taklik talak tahun 1997, pelaksanaan pembuktian di
Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara pelanggaran taklik talak.

Bab Keempat akan dipaparkan analisis terhadap penggunaan alat-alat bukti dan
kekuatan hukum dari alat-alat tersebut dalam memutuskan perkara cerai gugat
karena pelanggaran taklik talak dan analisis terhadap pelaksanaan pembuktian di
Pengadilan Agama Klaten dalam memutuskan perkara cerai gugat karena
pelanggaran taklik talak.

Sctelah pembahasannya lengkap dan telah dilakukan analisa terhadap
penggunaan alat bukti maka dalam bab keclima akan ditutup dengan kesimpulan

sclanjutnya penyusun memberikan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul “Studi Terhadap
Penggunaan Alat-alat Bukti di Pengadilan Agama Klaten dalam Memutuskan
Perkara Cerai Gugat karena Pelanggaran Ta'lik Talag tahun 19977 (studi kasus di
pengadilan agama klaten tahun 1997) maka penyusun dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan
alasan suami melanggar Ta"lik Talﬁq, harus disertai dengan alat-alat bukti yang
dijadikan dasar-dasr gugatannya.

Sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan PA Klaten dalam memutuskan
perkara cerai gugat karena pelanggaran Taklik Talak tahun 1997 adalah
bukti saksi (76%) dan bukti pengakuan (24%). Kekuatan pembuktian
dengan saksi bukanlah merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat
hakim, tetapi penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.
Sedangkan kekuartan bukti dengan pengakuan merupakan bukti yang
sempurna dan menentukan.

2. Pelaksanaan pembuktian di pengadilan agama Klaten dalam memutuskan
perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak tahun 1997 telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku baik dalam hukum acara perdata positif

maupun dalam hukum acara Islam.
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B. Saran-saran

1. Bagi para pihak yang berperkara, dalam mengajukan gugatan ke pengadilan
hendaklah disertai dengan alat-alat bukti yang cukup untuk menguatkan dalil-
dalilnya.

2. Bagi hakim apabila memutuskan suatu perkara hendaklah selalu
mengedepankan syar'i agar putusan yang di jatuhkan benar-benar adil. Hakim
harus berusaha menemukan kebenaran materiil alasan-alasan cerai dengan
alat-alat bukti yang cukup.

3. Terhadap pelaksanaan pembuktian di pengadilan agama Klaten dalam
memutuskan perkara cerai gugat karena pelanggaran taklik talak sudah sesuai
dan hendaklah tetap di lestarikan dan akan lebih baik apabila di sesuaikan

dengan perkembangan yang ada.
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